
LEMBARAN DAERAH 

KOTA SEMARANG 
TAHUN 2008 NOMOR 18 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR  15  TAHUN  2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA                                         

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA                                         

KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83                

Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika 

Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota maka perlu 

membentuk Pelaksana Harian  Badan Narkotika Kota Semarang; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk 

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Organisasi dan  Tata Kerja 

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3079); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

w 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika 

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika 

Kabupaten/Kota; 

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Urusan  Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KOTA  SEMARANG 

dan 

WALIKOTA SEMARANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN 

BADAN NARKOTIKA KOTA SEMARANG 

 

 

BAB I 

KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan   : 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur  

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
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4. Walikota  adalah Walikota  Semarang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. 

6. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kota 

Semarang. 

7. Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Lakhar BNK adalah Pelaksana Harian 

BNK Semarang. 

8. Kepala Pelaksana Harian BNK yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK adalah Kepala 

Pelaksana Harian BNK Semarang. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, 

Kecamatan dan Kelurahan.  

10. Lembaga lain adalah suatu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya 

yang merupakan bagian dari perangkat daerah. 

11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

12. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang 

selanjutnya disebut P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba di Kota Semarang. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lakhar BNK 

 

BAB III 

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA SEMARANG 

Bagian Pertama 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kedudukan 

Pasal 3 

(1) Lakhar BNK merupakan unsur pelaksana dan penyelenggara tugas dan fungsi BNK. 

(2) Lakhar BNK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK. 

(3) Lakhar BNK dipimpin oleh seorang Kalakhar BNK. 

 

Paragraf 2 

Tugas  

Pasal 4 

Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional 

kepada BNK dibidang P4GN. 
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Paragraf 3 

Fungsi 

Pasal 5 

Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelayanan dukungan teknis kesekretariatan, pencegahan, penegakan hukum, terapi, 

rehabilitasi, penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN; 

b. Pelayanan dukungan administratif kesekretariatan, pencegahan, penegakan hukum, 

terapi, rehabilitasi, penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN; 

c. Pelayanan dukungan operasional kesekretariatan, pencegahan, penegakan hukum, 

terapi, rehabilitasi, penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Lakhar BNK, terdiri dari : 

a. Kalakhar BNK. 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Keuangan; 

2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. 

c. Seksi Pencegahan; 

d. Seksi Penegakan Hukum; 

e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi; 

f. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informatika; dan 

g. Satuan Tugas. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Sub Bagian dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian dan masing-masing Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kalakhar BNK. 

(3) Satuan Tugas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat 

daerah dan instansi terkait. 

(4) Bagan Organisasi Lakhar BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga 

fungsional dalam lingkup Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan 

masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta 

dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 
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Pasal 8 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan 

dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 

bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala 

tepat pada waktunya. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 

untuk memberikan petunjuk pada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib 

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 

hubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat 

berkala. 

 

BAB V 

ESELONERING 

Pasal 9 

(1) Ka Lakhar merupakan jabatan struktural eselon IIb 

(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIb 

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural  eselon IVa 

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Lakhar BNK diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

Pasal 11 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki 

jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru. 
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Pasal 13 

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini 

dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2008. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN  PENUTUP 

Pasal 14 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota dan/ atau Keputusan Walikota. 

 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 

28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan 

Narkotika Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 16 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada  tanggal 7 Nopember 2008    

WALIKOTA   SEMARANG, 

ttd 

H.  SUKAWI  SUTARIP 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal  7 Nopember 2008 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ttd 

H. SOEMARMO  HS 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008  NOMOR 18 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN  DAERAH  KOTA SEMARANG 

NOMOR 15 TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA                                                  

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA                                         

KOTA SEMARANG 

 

 

I. PENJELASAN  UMUM  

Dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, 

prekursor dan bahan adiktif lainnya maka membutuhkan penanganan yang lebih 

komprehensif. 

Sebagai tindaklanjut dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 

Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan 

Narkotika Kabupaten/Kota, perlu membentuk Pelaksana Harian BNK. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Organisasi 

dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Semarang dengan Peraturan 

Daerah 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

 Cukup jelas 

Pasal 2  

Cukup jelas 

Pasal 3  

Cukup jelas 

Pasal 4  

Cukup jelas 

Pasal 5  

Cukup jelas 

Pasal 6  

Cukup jelas 

Pasal 7  

Cukup jelas 

Pasal 8  

Cukup jelas 

Pasal 9  

Cukup jelas 
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Pasal 10  

Cukup jelas 

Pasal 11  

Cukup jelas 

Pasal 12  

Cukup jelas 

Pasal 13  

Cukup jelas 

Pasal 14  

Cukup jelas 

Pasal 15  

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN  DAERAH  KOTA  SEMARANG  NOMOR 25 
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BAGAN  ORGANISASI  PELAKSANA HARIAN 

BADAN NARKOTIKA  KOTA SEMARANG 

LAMPIRAN I  PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  

 NOMOR      :  15 Tahun 2008 

TANGGAL :   7 Nopember 2008 

WALIKOTA SEMARANG 

ttd 

H. SUKAWI SUTARIP 

 

SUB BAGIAN  

UMUM DAN 

PERLENGKAPAN 

SEKRETARIAT 

SEKSI  

PENCEGAHAN 

SEKSI PENELITIAN, 

PENGEMBANGAN DAN 

INFORMATIKA 

SEKSI TERAPI DAN 

REHABILITASI 

SEKSI  

PENEGAKAN HUKUM 

KALAKHAR 

SUB BAGIAN 

KEUANGAN  

  SATUAN TUGAS 

I I 

I I I I 


